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PERATURAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN 

NOMOR 1 TAHUN 2014 
TENTANG 

PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
DIREKTUR UTAMA 

BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN, 

Menimbang  : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal,  Pasal 15, 
Pasal 17 ayat (7),  Pasal 17 A ayat (6), Pasal 26 ayat (3), 
Pasal 31, Pasal 40 ayat (5), dan Pasal 42 ayat (3) Peraturan 
Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan 
Kesehatan sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden 
Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan 
Kesehatan, perlu ditetapkan Peraturan Badan 
Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan tentang 
Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan; 

Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem 
Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456); 

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5063); 
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3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang 
Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5072); 

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan 
Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun  2011 Nomor 116, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor  5256); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang 
Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  2012 
Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor  5372); 

6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang 
Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 
2013 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 12 
Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255); 

MEMUTUSKAN : 
Menetapkan :  PERATURAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL 
 KESEHATAN  TENTANG  PENYELENGGARAAN  JAMINAN 
 KESEHATAN. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan ini, 
yang dimaksud dengan: 
1. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan 

agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan 
perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan  yang 
diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau 
iurannya dibayar oleh pemerintah. 

2. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya 
disebut BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk 
menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan. 

3. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling 
singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran. 
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4. Iuran Jaminan Kesehatan adalah sejumlah uang yang dibayar secara 
teratur oleh Peserta, pemberi kerja, dan/atau Pemerintah untuk 
program Jaminan Kesehatan. 

5. Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan yang selanjutnya 
disingkat PBI Jaminan Kesehatan adalah fakir miskin dan orang tidak 
mampu sebagai peserta program Jaminan Kesehatan. 

6. Manfaat adalah faedah jaminan sosial yang menjadi hak Peserta 
dan/atau anggota keluarganya. 

7. Fasilitas Kesehatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang 
digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan 
perorangan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang 
dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau 
Masyarakat. 

8. Pelayanan kesehatan tingkat pertama adalah pelayanan kesehatan 
perorangan yang bersifat non spesialistik (primer) meliputi pelayanan 
rawat jalan dan rawat inap. 

9. Rawat jalan tingkat pertama adalah pelayanan kesehatan perorangan 
yang bersifat non spesialistik yang dilaksanakan pada pemberi 
pelayanan kesehatan tingkat pertama untuk keperluan observasi, 
diagnosis, pengobatan, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya. 

10. Rawat inap tingkat pertama adalah pelayanan kesehatan perorangan 
yang bersifat non spesialistik dan dilaksanakan pada fasilitas 
kesehatan tingkat pertama, untuk keperluan observasi, perawatan, 
diagnosis, pengobatan, dan/atau pelayanan medis lainnya, dimana 
peserta dan/atau anggota keluarganya dirawat inap paling singkat 1 
(satu) hari. 

11. Pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan adalah upaya 
pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat spesialistik atau sub 
spesialistik yang meliputi rawat jalan tingkat lanjutan, rawat inap 
tingkat lanjutan dan rawat inap diruang perawatan khusus. 

12. Pelayanan kesehatan lain adalah pelayanan kesehatan lain yang 
ditetapkan oleh Menteri. 

13. Alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin, dan/atau implan 
yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, 
mendiagnosa, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat 
orang sakit serta memulihkan kesehatan pada manusia dan/atau 
membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh. 

14. Tarif Indonesian - Case Based Groups yang selanjutnya disebut Tarif 
INA-CBG’s adalah besaran pembayaran klaim oleh BPJS Kesehatan 
kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan atas paket layanan yang 
didasarkan kepada pengelompokan diagnosis penyakit. 
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15. Sistem Rujukan pelayanan kesehatan adalah penyelenggaraan 
pelayanan kesehatan yang mengatur pelimpahan tugas dan tanggung 
jawab pelayanan kesehatan secara timbal balik, baik vertikal maupun 
horizontal. 

16. Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri adalah Pegawai Tidak Tetap, 
Pegawai Honorer, Staf Khusus, dan pegawai lain yang dibayarkan oleh 
Anggaran Pendapatan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan 
Belanja Daerah. 

17. Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disebut TNI adalah 
personil/prajurit alat negara di bidang pertahanan yang 
melaksanakan tugasnya secara matra di bawah pimpinan Kepala Staf 
Angkatan atau gabungan di bawah Pimpinan Panglima TNI. 

18. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut 
anggota Polri adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik 
Indonesia yang melaksanakan fungsi kepolisian. 

19. Virtual Account adalah nomor rekening virtual yang disediakan oleh 
BPJS Kesehatan untuk entitas dan perorangan sebagai rekening 
tujuan dalam pembayaran iuran Jaminan Kesehatan. 

20. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan 
di bidang kesehatan. 

Pasal 2 

Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan meliputi: 
a.  kepesertaan; 
b.  iuran kepesertaan; 

c.  penyelenggara pelayanan kesehatan; 
d.  kendali mutu dan kendali biaya; dan 

e.  pelaporan dan utilization review. 

BAB II 
KEPESERTAAN 

Bagian Kesatu 
Umum 
Pasal 3 

Kepesertaan jaminan kesehatan meliputi: 

a.  peserta; 
b.  pendaftaran peserta; 
c.  verifikasi dan identifikasi peserta; 
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d.  hak dan kewajiban peserta; 
e.  perubahan data dan status peserta; 

Bagian Kedua 
Peserta 

Paragraf 1 

Umum 
Pasal 4 

Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri atas : 
a.  peserta PBI Jaminan Kesehatan; dan 
b.  peserta bukan PBI Jaminan Kesehatan. 

Paragraf 2 
Peserta PBI Jaminan Kesehatan 

Pasal 5 
Peserta PBI Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 
huruf a terdiri atas: 
a. Orang yang tergolong fakir miskin; dan 

b. Orang tidak mampu. 
Paragraf 3 

Peserta Bukan PBI Jaminan Kesehatan 

Pasal 6 
Peserta bukan PBI Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 4 huruf b terdiri atas: 
a. Pekerja Penerima Upah dan anggota keluarganya termasuk warga 

negara asing yang bekerja di Indonesia paling singkat  6 (enam) bulan 
dan anggota keluarganya ; 

b. Pekerja Bukan Penerima Upah dan anggota keluarganya termasuk 
warga negara asing yang bekerja di Indonesia paling singkat  6 (enam) 
bulan dan anggota keluarganya; 

c. Bukan Pekerja dan anggota keluarganya. 

Pasal 7 
Peserta Pekerja Penerima Upah dan anggota keluarganya termasuk warga 
negara asing yang bekerja di Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan dan 
anggota keluarganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a terdiri 
atas : 

a. Pegawai Negeri Sipil; 
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